AR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

. bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk
setiap Desa;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa

di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran
2019;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan
Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4255)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5948);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539}, sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia
Nomor §5558), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan mebaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864); -

Peraturan Menteri Da}arri "Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 6113}; '

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomior 12 Tahun 2019
Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1455);

11. Peraturan ...



Menetapkan

1L,

12,

13.

-3 -

Peraturan Daerah Kabupaten. Ogan Komering Ilir
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 53
Tahun 2019 tentang  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor
53).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang
dimaksud dengan :

L

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat = berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah

dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Jumlah ...
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. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, vyang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

. Pelaksana  Pengelolaan Keuangan Desa vyang

selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat
desa yang membantu Kepala Desa  untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat

menyimpan uang Pemerintahan Desa  yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
Bank yang ditetapkan.

. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya

disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1.

2.
3.

ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa,
dan Tunjangan BPD;

ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan; dan

ADD Operasional dan Pembangunan Desa.

Pasal 3

ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kesejahteraan
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD
meliputi sebagai berikut :

.
2.

3.

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,;
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang
selan_jutr'lya disingkat BPD.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 4 ...



Pasal 4

ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan, meliputi
sebagai berikut :

1.

2.
3.

P

o

Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
yang selanjutnya disingkat LPMDesa;

Insentif Lembaga Adat;

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga vang
selanjutnya disingkat RT/RW;

Insentif Hansip;

Insentif Karang Taruna;

Insentif Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga vang selanjutnya disingkat TP-PKK.

Pasal 5

(1) Rincian ADID Operasional dan Pembangunan Desa

untuk sectliap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan

berkeadilan berdasarkan:

a. asas merata adalah besaran Alokasi Dana Desa
dibagi sama untuk setiap desa, yang selanjutnya
disebul Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

b. asas adil adalah besaran Alokasi Dana Desa

dihitung berdasarkan dengan rumus variabel
tertentu, seperti : Jumlah Penduduk sebesar 10%,
Angka - Kemiskinan sebesar 50%, Luas Wilayah
sebesar 15% dan Indeks Kesulitan Geografis
sebesar 25%, selanjutnya disebut Alokasi Dana
Desa Proposional (ADDP).

(2). Prosentase  pengalokasian secara merata dan

berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di .
atas dibagi menjadi ADDM sebesar 90% (sembilan
puluh per seratus) dan ADDP sebesar 10% (sepuluh
per seratus).

(3) Desa  persiapan  mendapatkan  alokasi  biaya

operasional paling ban;éqk 30% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa induk.

(4) Jumlah , Alokasi Dana Desa Operasional dan

Pembangunan Desa hduk merupakan Bagian dari
Alokasi Dana Desa Operasional untuk Desa Persiapan.

Pasal 6 ...
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. Pasal 6

Penetapan Rincian ADD Operasional dan Pembangunan
Desa, Penetapan Rincian ADD Penghasilan Tetap Kepala
Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD Stimulan
untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan
Komering [ir ini.

BAB Il
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD Penghasilan Tetap
Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD
Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di
Kabupaten Ogan Komering Ilir akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 8
(1) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa
untuk setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan
dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Desa.

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara
bertahap

(3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
selaku Bendahara Umum Daerah melakukan
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) secara bertahap
dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening

- Kas Desa (RKD). Kemudian Kepala Desa dapat
melakukan penarikan Alokasi Dana Desa (ADD)
dengan menyampaikan persyaratan kepada Bupati
Ogan Komering Ilir cq.  Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ogan
Komering Ilir.

(4) Penyaluran ...
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(4) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan dari
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas
Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi Perkembangan Fisik
dan Keuangan (RPFK) ADD Operasional dan
Pembangunan Desa yang sudah diteliti oleh Tim
Fasilitasi dan  Verifikasi Tingkat Kecamatan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Alokasi Dana Desa digunakan untuk Belanja :

(1) ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD
yaitu sebagai berikut :

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

Desa:

1. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan
Perangkat Desa Diberikan Penghasilan Tetap
yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Besaran Penghasilan  Tetap  Tunjangan,
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa,
Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa
ditetapkan melalui Keputusan Bupati Ogan
Komering Ilir.

b. Tunjangan BPD :

1. BPD Diberikan Tunjangan yang di anggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa). ,

2. BPD menerima Penghasilan/Tunjangan sesuai
Keputusan Bupati.

3. Jumlah Anggota BPD disetiap Desa ditentukan
oleh jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa.

Pasal 10

(1) ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan vyaitu
sebagai berikut :
a. Insentif Lembaga Adat : _
1. Anggota Lembaga Adat Diberikan Insentif yang
di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa).

= 2. Jumlah ...




S8

Jumlah Lembaga Adat di setiap Desa
ditentukan sesuai dengan Jumlah Penduduk
pada tiap-tiap Desa dengan ukuran / kategori
nilai sebagai berikut :

a) Kategori dibawah 2000 Jiwa Anggota
Pengurus sebanyak S5 Orang;

b) Kategori 2001 Jiwa s/d 3000 Jiwa Anggota
Pengurus sebanyak 7 Orang;

c) Kategori 3001 jiwa keatas Anggota Pengurus
Sebanyak 9 Orang.

d) Bagi Lembaga Adat dalam Desa yang telah
terbentuk sebelum terbitnya Peraturan
Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang
belum ada perubahan.

Anggota Lembaga Adat di tetapkan melalui

Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Besaran Insentif Anggota Lembaga Adat

ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Insentif LPM :

1

o8}

Anggota LPM Diberikan Insentif yang di
anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa).

Anggota LPM ditetapkan Sebanyak 30 (tiga
Puluh) orang di setiap Desa, yang terdiri dari 1
(satu) orang Ketua, 1(Satu) Orang Sekretaris, 1
{satu) orang Bendahara, dan 27 orang Anggota.
Anggota LPM ditetapkan melalui Surat
Keputusan Kepala Desa dan ditembuskan/
diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Insentif RT/RW :

L.

RT/RW Diberikan Insentif yang di anggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa).

syarat Pembentukan RT/RW

a) | RT minimal 60 KK;

b) 1 RW minimal 4 RT;

c) apabila kurang dari 8 RT maka tidak bisa
dibentuk RW;

d) 1 Dusun Minimal 2 RW;

e) Apabila tidak ada RW maka dapat
membawahi RT. '

f) Bagi ...
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i Bagi RT/RW dalam dusun yang telah
terbentuk sebelum terbitnya Peraturan
Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang
belum ada perubahan.

pembentukan RT/RW  Ditetapkan Melalui

Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ogan Komering [lir.

Insentif Hansip :

1.

anggota Hansip Diberikan Insentif yang di
anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa}.

jumlah Anggota Hansip/ Linmas ditetapkan

sebanyak 15 orang di setiap desa.

anggota hansip / Linmas ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Desa dan diregister ke
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ogan Komering [lir.

Insentif Karang Taruna :

1.

Pengurus karang Taruna Diberikan Insentif
vang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa).

Jumlah Anggota Karang Taruna di setiap Desa
terdiri dari 3 Orang yang terdiri dari : Ketua,
Sekretaris, Bendahara yang diangkat melalui
Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Insentif TP-PKK :

1.

Syarat Pembentukan TP. PKK Desa terdiri dari ;

a} Ketua TP PKK terdiri dari 1 Qrang;

b) Sekretaris terdiri dari 1 Orang;

c) Bendahara terditt dari 1 Orang;

d) Ketua Pokja I s.d IV terdiri dari : 4 Orang;

e}, Anggota Pokja I s.d IV (4 Pokja X 4 Anggota):
16 Orang.

Total keseluruhan untuk Anggota TP PKK Desa

berjumlah 23 Orang Anggota.

Anggota TP-PKK ditetapkan berdasarkan

Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Anggota TP-PKK Diberikan Insentif.

Ketentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan ADIDD
Penghasilan ‘'etap/Tunjangan Perangkat Desa dan
Insentif Lembaga Desa akan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati Ogan Komernng Ilir.

(2) ADD Operasional dan Pembangunan Desa.

a. Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,

diantaranya :

Opcrasional Perkantoran, diantaranya :

a)  alat Tubls Kantor;

b} henda Pos;

¢ perjalanan dinas;

A4} pemeliharaan motor dinas;

¢} honor Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

(PPRD);

i honor Tim  Pengelola Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa yang selanjutnya (TPK);

gl honor Operator Siskeudes;

I biava foto copy;

1} biava cetak foto kegiatan;

} Biava Publikasi Kegiatan Desa;

Ky biava kegiatan Workshop/Bimtek/ Pelatihan dan
senisnya dalam rangka peningkatan kapasitas
SDM Aparatur dan Masyvarakat Desa.

Iy biaya operasional kantor lainnya vang sesuai
dengan hasil musyawarah desa.

. Bidang Peclaksanaan Pembangunan Desa,
diamiaranyva membiayvai pembuatan/ perbaikan
sarana publik dalam skala kecil dan pembangunan
lainnya yang sesuai dengan hasil musyawarah desa .

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dianiaranva :

1. kecgiatan Rapat Desa;

2. kegintan Penunjang 10 Program Pokok PRK
Fresa,

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa mencakup Biava
kegiatan Workshop/ Bimtek/ Pelatihan dian
sejenisnva  dalam rangka peningkatan kapasitas
SDM Aparatur dan Masyarakat Desa dan kegiatan
lainnya vang sesuai dengan hasil musyawarah desa.

i

.~

7 e

¢. Bidang tax terduga, Bidang ini digunakan unitiik
penangeulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak desa, '
Pasal 11
Biava vang diperlukan untuk kelancaram
penyclenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada
desa persiapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Induk.

Pasal 12
Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan
Alokasi Dana Desa.
Pemermtah daerah dapat melakukan pendampingan
alas penggnnaan Alokasi Dana Desa.
(3) Pendampingan ...
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(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13
Ketentuan lIcbih  lanjut mengenai Pelaporan ADD
Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat
Desa dan Tunjangan BPD akan diatur dalam Peraturan
Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Stimulan
untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 15

(1} Laporan ADD Operasional dan Pembangunan Desa.
adalah sebagai berikut:

a. Laporan semester pertama berupa laporan
realisasi fisik dan Keuangan (RPFK) APBDesa
selama 6 (enam) bulan tahun anggaran berjalan,
paling lambat akhir bulan Juli.

b. Laporan akhir dari penggunaan ADD Operasional
dan Pembangunan Desa dibuat dalam Laporan
Pertanggungjawaban ADD  Operasional dan
Pembangunan Desa.

(2} Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu
dari Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
(PPKD} kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
secara bertahap.

(3) Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud :pada ayat (2) membuat
laporan/rekapan dari selyruh laporan tingkat desa di
wilayah termasuk _lapdran dukungan swadaya
masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi
penyelésaian permasalahan yang dihadapi dan
melaporkan kepada Bupati melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ogan Komering Tir.

(4) Setiap pengeluaran Dbelanja atas beban ADD
Operasional dan Pembangunan Desa harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

s (5) Bendahara ...
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(5} Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunvai
NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan
potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas
Negara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan.

(6) Surat Pertanggungjawaban meliputi :

a. buku kas umum;

b. buku pajak;

¢. buku bank;

d. bukti tanda lunas pajak;

e. kwitansi dan nota pembelian;
f.  Bukti Foto/lainnya.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan
ADD Opcrasional dan Pembangunan Desa kepada
Bupati melalui Camat.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Penghasilan
Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan
Tunjangan BPD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Stimulan
untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 18

Bagi desa yang melakukan pelanggaran dalam
penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa
dikenakan sanksi sesuai desgan Peraturan perundang-
undangan yvang berlaku.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini
berlaku, Pcraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi
Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Ogan Komering
Ilir Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. :

BAB VII ...



- 12 -

(S) Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/ mempunyai
NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan
potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas
Negara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan.

{6) Surat Pertanggungjawaban meliputi :

buku kas umum;

buku pajak;

buku bank;

bukti tanda lunas pajak;

kwitansi dan nota pembelian;

Bukti Foto/lainnya.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan
ADD Operasional dan Pembangunan Desa kepada
Bupati melalui Camat.

0 a0 op

BAB VI

SANKSI

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Penghasilan
Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan

Tunjangan BPD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Stimulan
untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 18

Bagi desa vyang melakukan pelanggaran dalam
penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa
dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan vang berlaku. -

e

BAB VII ...
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati Ogan Komering lIlir tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini
dengan menempatkannya dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

’ Ditetapkan di Kayuagung
' pada tanggal 10 Jdawad 2020

/s BUPATI OGAN KOMERING ILIRf'

P A

. ,« b ISKANDAR

. Diundangkan di Kayuagung
. pada tanggal 10 2awart 2020
, /ﬁ t,/ SEKRETARIS DAERAH KABYPATEN OGAN KOMERING ILIR, /la‘

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020 NOMOR 2

Dinas PMD Kab.OKI (E|Pesbup ADD 2020
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